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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);   
 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6197); 
 

  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 82); 

  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2018 Nomor 14); 
 

  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan 
Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 64); 
 

  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018 Nomor 99); 
 

    

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa 
Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah. 

 




